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Abstract
In European sex worker perspective, prostitution policy in European Countries restrict the nature right of
sex workers. Therefore, sex workers in Europe initiating a movement to transform the prostitution policy
in Europe. In this movement, sex workers using human right issue as s strategy to framing the sex
workers’ right. This article will highlight specifically how sex workers using the human right as a frame
for their movement instrument that is the declaration of the rights of sex worker, start from that declara-
tion birth through the international sex workers’ conference until it entering the European Parliament.
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Abstrak
Dalam pandangan pekerja seks di Eropa, kebijakan prostitusi di negara-negara Eropa
membatasi hak dasar pekerja seks. Oleh karena itu pekerja seks di Eropa menginisiasi
sebuah gerakan untuk mentransformasikan kebijakan prostitusi di Eropa. Dalam gerakan
ini pekerja seks menggunakan isu hak asasi manusia sebagai strategi untuk membingkai
isu hak asasi pekerja seks. Tulisan ini akan menunjukkan secara spesifik bagaimana pekerja
seks menggunakan hak asasi manusia sebagai bingkai dalam instrumen gerakan mereka
yaitu deklarasi hak pekerja seks, mulai dari deklarasi tersebut dilahirkan melalui
konferensi hak pekerja seks internasional hingga akhirnya dapat memasuki parlemen
Eropa.
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Pendahuluan
Pekerja seks, secara sederhana,
didefinisikan sebagai pekerja, baik laki-laki
maupun perempuan, yang menjual jasa
seksual. Dari definisi sederhana ini tentulah
didapatkan makna yang positif, artinya
pekerja seks hanyalah soal orang-orang
yang punya keahlian dalam hubungan
seksual sehingga kemudian bekerja,
berproduksi, dengan memberikan layanan
seksual. Tidak lebih. Tetapi pada
kenyataannya, definisi pekerja seks tidak
sesederhana itu bahkan cenderung
dimaknai secara negatif. Hal ini dikarenakan
tentu saja karena kata seks yang melekat
dan berfungsi menerangkan kata pekerja.
Seks, dalam paham masyarakat pada
umumnya, bukan merupakan bidang untuk? Universitas Gadjah Mada YogyakartaE-mail: rima.banurea@yahoo.co.id
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menjadi sebuah pekerjaan karena dianggap
tidak membutuhkan keahlian tertentu. Oleh
karena itu pekerja seks cenderung dipandang
secara negatif. Pandangan negatif terhadap
pekerja seks tentu saja tidak terjadi begitu
saja. Ada aktor-aktor yang menciptakan
bahkan memperkuat pandangan tersebut
seperti misalnya negara. Negara adalah
salah satu aktor kuat yang dapat
menyebarkan dan memperkuat sebuah
definisi, pandangan atau paham ideologis
tertentu. Dalam kaitan dengan definisi dan
perspektif negatif terhadap pekerja seks,
negara memiliki andil yang sangat besar,
salah satunya melalui kebijakan.
Eropa merupakan wilayah regional di
mana negara-negara di dalamnya memiliki
regulasi atau kebijakan prostitusi yang
mendetail. Bahkan beberapa negara di
Eropa seperti Yunani dan Belanda
melegalkan industri seks. Dalam pandangan
top down, negara-negara di Eropa tentu
dianggap cukup serius dan berhasil dalam
mengatur industri prostitusi, dibandingkan
negara-negara wilayah regional yang lain.
Tetapi nyatanya dari sudut pandang pekerja
seks di Eropa, kebijakan atau undang-
undang prostitusi negara-negara di Eropa
sangat merugikan, memberikan pandangan
negatif bahkan membatasi hak dasar
pekerja seks. Misalnya kebijakan lisensi
kerja pekerja seks di Yunani. Lisensi kerja
akan diberikan pemerintah Yunani kepada
pekerja seks dengan syarat pekerja seks
tidak boleh menikah. Maka saat ada pekerja
seks yang menikah, lisensi kerja secara
otomatis dicabut dan pekerja seks tersebut
tidak diperbolehkan lagi mencari
penghasilan dari jasa menjual layanan seks.
Kebijakan tersebut, oleh pekerja seks
dianggap merugikan dan merampas
beberapa hak asasi pekerja seks yang
dituliskan dalam instrumen hak asasi
manusia seperti hak untuk menikah,
berkeluarga dan menjalankan profesi untuk
mencari penghidupan (International Cov-
enant on Economic, Social and Cultural
Rights, http://www2.ohchr.org/english/law/
ccpr.htm#art23, diakses pada 26 November
2011). Sedangkan di Portugal dan negara
lainnya, pekerja seks sering kehilangan hak
pemeliharaan terhadap anak-anak mereka
hanya karena pekerjaan mereka. Bahkan di
beberapa negara, pekerja seks dianggap
bersalah dan disangkal haknya dalam
pengadilan. Pekerja seks, yang merupakan
korban, lebih sering tidak didukung dan
diproteksi oleh hukum hanya karena
mereka adalah pekerja seks.
Oleh karena regulasi prostitusi yang
merugikan pekerja seks tersebut, maka
SIGN (Sexwork Initiative Group Nether-
lands), sebuah jaringan pekerja seks dan
aktivis pekerja seks di Belanda berinisiatif
untuk mentransformasi kebijakan prostitusi
di Eropa. Inisiatif tersebut dimulai dengan
memobilisasi partisipan pekerja seks dan
organisasi pekerja seks di seluruh Eropa
untuk mendukung konferensi hak pekerja
seks dalam skala internasional. SIGN juga
mendirikan sebuah organisasi internasional
bernama Organisation Commitee (OC) yang
secara khusus merancang Deklarasi Hak
Pekerja Seks.
Konferensi secara umum dan Deklarasi
Hak Pekerja Seks secara khusus dirancang
sebagai kerangka kerja untuk mengor-
ganisir gerakan pekerja seks, sebagai alat
politik untuk memberikan kesadaran
tentang hak asasi pekerja seks kepada
publik serta sebagai strategi untuk
mentransformasikan kebijakan prostitusi di
negara-negara Eropa melalui Parlemen
Eropa. Strategi tersebut dilakukan karena
pekerja seks tidak bisa mendapatkan hak
mereka melalui sistem pengadilan negara
yang sejak awal sudah membatasi hak dasar
pekerja seks. Kemudian melalui OC
terbentuklah sebuah badan legal bernama
International Committee on the Rights of Sex
Worker (ICRSE) yang bertugas
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menyelenggarakan konferensi, mengum-
pulkan dana dan dukungan.
Kemunculan gerakan pekerja seks di
Eropa ini merupakan sebuah fenomena
yang menarik, karena pekerja seks dengan
segala citra negatif dan kontroversial dapat
muncul di ruang publik untuk memper-
juangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu,
tulisan ini akan melihat bagaimana upaya
pekerja seks di Eropa untuk memasuki
politik Eropa dengan strategi membingkai
isu hak pekerja seks dalam bingkai isu hak
asasi manusia. Strategi ini dilakukan sebagai
perwujudan sebuah agenda setting agar isu
hak pekerja seks layak menjadi isu politik
dalam agenda kebijakan Parlemen Eropa.
Proses agenda setting tersebut akan
dianalisis dengan menggunakan teori
gerakan sosial, khususnya dalam aspek
pembingkaian atau framing isu yang
dilakukan oleh pekerja seks di ruang publik
yaitu di media melalui konferensi
internasional dan lembaga politik khususnya
melalui deklarasi hak pekerja seks. Dengan
melakukan studi pustaka dari berbagai
sumber khususnya sumber dari pekerja seks
di Eropa, tulisan ini hendak memperlihatkan
bahwa pekerja seks dapat menjadi aktor bagi
kepentingannya.
Proses Kelahiran Deklarasi Hak
Pekerja Seks di Eropa
Proses kelahiran deklarasi hak pekerja
seks diawali ketika SIGN terbentuk pada
tahun 2002 di Belanda. Pada saat itu, SIGN
yang dibentuk atas keresahan akan
ketidakadilan dan terbatasnya akses pekerja
seks dalam ruang publik (Hope, 2006: 217),
memiliki agenda utama untuk mengadakan
sebuah konferensi pekerja seks dengan skala
internasional. Perancangan deklarasi sendiri
baru dilakukan pada Januari 2004 saat
SIGN mendirikan sebuah organisasi
internasional bernama Organisation Com-
mittee (OC) yang terdiri dari 15 individu,
perwakilan dari pekerja seks dan migran dari
beberapa negara di Eropa. OC memang
dibentuk secara khusus untuk merancang
Deklarasi Hak Pekerja Seks di Eropa yang
akan dipersembahkan pekerja seks pada
saat konferensi nanti.
OC kemudian mendirikan sebuah badan
legal dengan nama International Committee
on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)
pada tahun 2004 untuk menyediakan jaringan
dan aliansi bagi pekerja seks serta sebagai
penyelenggara konferensi hak pekerja seks
(ICRSE, http://www.sexworkeurope.org/en/
about-icrse/mission-statment, diakses pada 09
Januari 2012). Jadi, konferensi internasional
dan deklarasi hak pekerja seks dirancang
bersamaan oleh pekerja seks selama hampir
dua tahun. OC bertugas untuk mengkonsep-
kan dan membuat deklarasi sedangkan ICRSE
bertugas untuk mengorganisir dan
memobilisir dukungan untuk konferensi
internasional.
Konferensi tersebut kemudian
dilaksanakan dengan judul European Confer-
ence on Sex Work, Human Rights, Labour and
Migration dan diadakan selama tiga hari pada
tanggal 15-17 Oktober tahun 2005. Konferensi
hak pekerja seks ini diikuti oleh 120 pekerja
seks dan 80 partisipan yang datang dari 30
negara yang berbeda di Eropa. Konferensi
dilaksanakan dalam tiga tema berbeda yaitu
Cellebration, Connection, dan Challenge. Tema
Cellebration adalah tema untuk hari pertama
konferensi yang dirancang khusus bagi
pekerja seks untuk saling bertemu dan
membangun jaringan. Di hari itu dokumen
Sex Workers in Europe Manifesto dibahas dan
dijadikan landasan bagi pekerja seks untuk
bekerja sama dalam menjalankan profesi
sebagai pekerja seks. Tema Connection adalah
tema hari kedua konferensi, yang digunakan
untuk mempertemukan pekerja seks dan
pendukungnya. Pada penutupan pertemuan
di hari kedua inilah, Deklarasi Hak Pekerja
Seks dilahirkan.
Tema challenge merupakan tema pada
hari ketiga konferensi sekaligus tema
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puncak dari rangkaian acara konferensi.
Pada hari tersebut, peserta konferensi pergi
ke kantor Parlemen Eropa di Brussel untuk
mempresentasikan Deklarasi Hak Pekerja
Seks melalui undangan seorang anggota
Parlemen dari Italia yaitu Monica Frassoni,
dari Partai Greens - European Free Alliance.
Dari presentasi tersebut deklarasi hak
pekerja seks mendapat dukungan dari
seorang anggota Parlemen Eropa bernama
Vittorio Agnoletto dari kelompok partai
Confederal Group of the European United Left-
Nordic Green Left. Agnoletto mendukung
deklarasi dengan menandatanganinya dan
bersedia menjadi politisi yang membawa isu
hak pekerja seks ke Parlemen Eropa.
Setelah presentasi, acara konferensi
berlanjut dengan diadakannya konferensi
pers di Parlemen Eropa. Dalam konferensi
pers, pekerja seks membuat pernyataan dan
klaim mengenai konferensi internasional dan
deklarasi hak pekerja seks. Salah satu
pernyataan dari pekerja seks diwakilkan oleh
Ruth Morgan Thomas selaku pekerja seks
dari Skotlandia dan pimpinan ICRSE. Tho-
mas menyatakan bahwa konferensi yang
diadakan pekerja seks adalah bentuk respon
dari meningkatnya “..repressive legislative
policies and practices across Europe against sex
workers and sex industry.” Ruth Morgan
Thomas juga menambahkan pernyataan
bahwa pekerjaan seksual adalah pekerjaan
dan pekerja seks ingin agar pekerjaan
tersebut dikenal sebagai pekerjaan (Berita
dari Today Reutres dalam ICRSE, http://
www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/
conference-05/conference-press/61-press-
con-clips, diakses pada 09 Januari 2012).
Ana Lopes, seorang pekerja seks dari
Inggris juga menambahkan mengenai
perlunya hak pekerja seks dipenuhi karena
“many problems could be solved if sex work-
ers were treated the same as any other labour
issue.” Pernyataan tersebut disambut
dengan pernyataan dukungan dari Vittorio
Agnoletto bahwa deklarasi yang dibuat oleh
pekerja seks “is important not only for sexual
workers, but it also could become very impor-
tant for the European civil society. If they’re
recognized as workers, they can pay taxes and
same rights as everyone else.” (Berita dari
CNN online, dalam ICRSE, http://
www.sexworkeurope.org/en/about-icrse/
conference-05/conference-press/61-press-
con-clips, diakses pada 09 Januari 2012).
Kemudian setelah membuat pernyataan
di media, gerakan hak pekerja seks
melakukan Street Demonstration di
sepanjang jalan di Brussel dengan membawa
payung merah yang menyimbolkan
proteksi dari diskriminasi sekaligus sebagai
simbol kekuatan. Selain itu pekerja seks juga
membawa banner dan spanduk yang
bertuliskan Sex Workers’ Rights = Human
Rights. Dalam konferensi di hari ketiga ini
pekerja seks tidak hanya muncul dalam
ruang publik, tetapi juga melahirkan
deklarasi hak pekerja seks ke dalam ruang
publik.
Substansi Deklarasi Hak Pekerja Seks
di Eropa
Deklarasi hak pekerja seks diawali
dengan penguraian tiga belas kebijakan
prostitusi yang melanggar hak asasi pekerja
seks di Eropa seperti berikut.
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Tabel 1.
Tiga Belas Kebijakan Prostitusi di Tiga Belas Negara di Eropa yang Disorot
Deklarasi Hak Pekerja Seks
Sumber : ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/about_icrse.html,
diakses pada 01 November 2011
Melalui ketiga belas kebijakan prostitusi
yang berlaku di tiga belas negara di Eropa,
pekerja seks mengutip hak dasar dari
hukum internasional bahwa “all persons are
equal before the law and are entitled without
any discrimination to the equal protection of
the law.” Tetapi dalam deklarasi, pekerja seks
juga menyatakan bahwa, “..there must be
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real doubt as to whether sex workers in Eu-
rope have, in practice, equal access to the pro-
tection of the law.” (ICRSE, Declaration of
the Right of Sex Worker in Europe, http://
resources.tampep.eu/about_icrse.html,
diakses pada 01 November 2011).
Kemudian poin penting dari deklarasi
hak pekerja seks adalah dijabarkannya dua
belas hak asasi individu di Eropa yang wajib
dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh
seluruh pemerintah di Eropa. Hak-hak
tersebut merupakan sintesis dari 17 pakta
dan kovenan hukum internasional yang
sudah disetujui oleh pemerintah Uni Eropa
dan yang merupakan hak-hak yang tidak
dihormati oleh regulasi prositusi di Eropa1:
a. Hak untuk hidup dan menjadi
individu yang aman dan bebas.
b. Hak untuk bebas dari campur tangan
pengadilan terhadap kehidupan
privasi dan keluarga, rumah atau
korespondensi. Serta bebas dari
serangan terhadap reputasi dan
kehormatan.
c. Hak untuk mendapat kesehatan fisik
dan mental dengan maksimal.
d. Hak untuk bebas berpindah dari satu
negara-ke negara lain dan bermukim.
e. Hak untuk bebas dari perbudakan dan
kerja paksa.
f. Hak untuk mendapat persamaan dan
perlindungan di hadapan hukum
terhadap segala bentuk diskriminasi
dan pembedaan terhadap status baik
gender, ras, kewarganegaraan,
orientasi seksual dan status lainnya.
g. Hak untuk menikah dan membentuk
keluarga.
h. Hak untuk bekerja dan memilih jenis
pekerjaan serta hak untuk
mendapatkan kondisi kerja yang
layak dan nyaman.
i. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
j. Hak untuk meninggalkan dan masuk
suatu negara.
k. Hak untuk mencari suaka dan non-
refoulement.
l. Hak untuk berpartisipasi dalam
budaya dan kehidupan publik dalam
masyarakat.
Dalam bagian ini pekerja seks
menyatakan bahwa walaupun ke- 12 hak-
hak tersebut adalahmilik seluruh individu,
tetapi berdasarkan pengalaman pekerja seks
di seluruh Eropa, negara-negara di Eropa
“do not respect, protect, fulfil and promote
their rights on the basis of equality with other
nationals.” (ICRSE, Declaration of the Right
of Sex Worker in Europe, http://
resources.tampep.eu/about_icrse.html,
diakses pada 01 November 2011). Bertolak
pada argumen ini maka bagian kedua
deklarasi menjabarkan bagaimana
seharusnya negara bertindak agar dapat
memenuhi kedua belas hak tersebut. Berikut
adalah tuntutan pekerja seks kepada
pemerintah Eropa yang dinyatakan pekerja
seks melalui deklarasi hak pekerja seks di
Eropa.
1 Ketujuh belas dokumen internasional tersebut
diantaranya: UN Universal Declaration of Human
Rights, UN International Covenant on Civil and




Tuntutan Pekerja Seks kepada Pemerintah Eropa dalam Deklarasi Hak
Pekerja Seks
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 Sumber: ICRSE, Declaration of the Right of Sex Worker in Europe, http://resources.tampep.eu/
about_icrse.html, diakses pada 01 November 2011
Deklarasi hak pekerja seks baik dalam
proses pembuatannya, substansinya dan
kemunculannya di publik dikondisikan agar
deklarasi tersebut dapat diterima oleh publik
dan mendapatkan dukungan. Pengkondisi-
an tersebut misalnya deklarasi ditampilkan
dari sudut pandang pekerja seks yang
didasarkan pada pakta hak asasi
internasional. Cara pandang yang berbeda
dihadirkan dengan tujuan agar pekerja seks
dapat mengubah opini publik terhadap
pekerja seks sehingga dapat mempengaruhi
undang-undang prostitusi di Eropa.
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Menempatkan Isu Hak Pekerja Seks
dalam Agenda Perpolitikan Eropa
Menjadi pekerja seks bukanlah jenis
pekerjaan atau profesi dambaan. Hal itu
disebabkan karena pekerja seks menjual
layanan seksual dan jenis pekerjaan tersebut
dianggap tidak layak menjadi pekerjaan.
Penyebab ketidaknormalan pekerja seks
memiliki sejarah yang panjang dan
tumpang tindih. Ada suatu proses yang
sangat lama yang melekatkan ketidaknor-
malan pada pekerja seks dan mekanisme
transaksi yang dilakukannya. Salah satu
faktor penyebab dan faktor yang
melanggengkan ketidaknormalan tersebut
adalah konstruksi sosial.
Dalam konsep gender, Judith Lorber
menjelaskan bahwa konstruksi sosial terjadi
melalui proses (dalam Disch, 2003).
Pemikiran bahwa industri seks dan yang
berkaitan dengannya merupakan sesuatu
yang tidak normal dikonstruksikan secara
sosial dan terus menerus. Inilah yang disebut
dengan proses konstruksi. Konstruksi
tersebut disosialisasikan dalam masyarakat
seperti keluarga, sekolah dan dikontrol
melalui hukum atau regulasi (Peterson dan
Runyan, 1999: 19).
Negara-negara di Eropa mengkons-
truksikan ketidaknormalan pekerja seks
dengan mendefinisikan pekerja seks secara
negatif bahkan menciptakan regulasi yang
mengkriminalkan pekerja seks. Misalnya
kebijakan yang melarang pekerja seks aktif
untuk menikah dan memiliki anak-anak
serta bagaimana regulasi tersebut dijalankan
dengan menggunakan aparatur negara
seperti polisi untuk mengontrol pekerja seks.
Hasil dari proses kontruksi sosial adalah
terbentuknya stratifikasi sosial. Regulasi
prostitusi yang mensosialisasikan pekerja
seks bukanlah pekerja membuat pekerja
seks tereksklusikan dari kehidupan yang
normal karena pekerja seks dianggap
menyimpang dari nilai umum yang dianut
oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan
oleh pekerja seks dianggap tidak
membutuhkan keahlian. Bahkan dianggap
sebagai pemicu kriminalitas karena di
tempat prostitusi terdapat banyak kejahatan
terselubung seperti perdagangan manusia,
penjualan obat-obatan terlarang dan jenis
kriminalitas lainnya. Selain itu pekerja seks
dikenal sebagai media penyebaran penyakit
kelamin dan virus HIV/AIDS.
Sistem stratifikasi juga menciptakan
pola pikir binari yaitu pola pikir yang
memperlihatkan sesuatu sebagai yang baik
dan wajar namun dengan menegasikan
yang lain sebagai sesuatu yang tidak wajar,
tidak baik (Sulistiyowati, 2007: xii). Atau
menciptakan sesuatu yang seharusnya nor-
mal, dominan sehingga yang lain menjadi
menyimpang dan subordinan (Disch, 2003:
99). Pekerja seks dianggap sebagai
pekerjaan yang menyalahi aturan karena
tidak sesuai dengan hukum atau nilai
masyarakat yang berlaku. Pola pikir ini
kemudian menghasilkan praktik
diskriminasi terhadap pekerja seks.
Misalnya praktik diskriminasi yang
dilakukan oleh petugas medis yang tidak
menjaga kerahasiaan data kesehatan
pekerja seks.
Pola pikir yang tidak adil tersebut
membuat pekerja seks tidak dapat
memenuhi kualifikasi dari struktur
pekerjaan yang ditetapkan oleh gender or-
der sehingga pekerja seks tidak dapat
dengan bebas mencari penghasilan karena
ada aturan-aturan yang mengontrol dan
membatasinya. Pekerja seks juga tetap
menjadi kelompok marjinal yang tidak
mempunyai akses kepada kehidupan publik
dan kekuasaan, seperti yang harusnya
dinikmati oleh setiap pekerja.
Cara untuk menghentikan dan
mengubah konstruksi tersebut adalah
dengan mentransformasikan konstruksi
sosial dalam level sosial dan politik seperti
yang dikatakan oleh Jacqui True (dalam
Burchil et. al, 2005). Oleh karena itu pekerja
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seks harus muncul sebagai aktor untuk
melakukan upaya transformasi tersebut
dengan mengkounter ketidaknormalan
yang dilabelkan pada mereka melalui
reformasi kebijakan atau regulasi prostitusi
di Eropa.
Salah satu cara untuk mentransfor-
masikan kebijakan adalah dengan
melakukan agenda setting. Agenda setting
adalah proses politik, konfliktif dan
kompetitif  yang tergantung pada kompetisi
untuk memasuki agenda kebijakan,
kemampuan untuk mempengaruhi
kelompok-kelompok ke dalam sebuah aksi,
posisi dan pandangan dari pembuat
kebijakan (World Health Organization,
http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/
cmn-po-bar-7-2-ana-pub-problems.pdf,
diakses pada 15 Mei 2012).
Kemudian menurut Dearing dan
Rogers, proses agenda setting adalah, “an
ongoing competition among issue proponents
to gain the attention of media professionals,
the public, and policy elites.” (dalam World
Health Organization, http://www.paho.org/
english/ad/dpc/nc/cmn-po-bar-7-2-ana-pub-
problems.pdf, diakses pada 15 Mei 2012).
Tetapi menempatkan sebuah isu dalam
agenda kebijakan tidaklah mudah. Menurut
Lesser dan Stewart sebuah isu harus
memenuhi beberapa kriteria agar dapat
diperhatikan yaitu memiliki sifat
partikularitas, memiliki aspek emosional dan
mendapatkan perhatian media massa,
mendorong munculnya pertanyaan
menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan
sedang menjadi trend atau diminati banyak
orang (dalam Winarno, 2008: 82).
Oleh karena itu sebuah kelompok harus
menggunakan berbagai cara untuk
memperjuangkan sebuah isu agar masuk
kedalam agenda kebijakan (Winarno, 2008:
80). Perjuangan tersebut dapat dilihat dalam
kerangka teori gerakan sosial. Menurut
David. A. Snow gerakan sosial didefinisikan:
“...as collectivities acting with some degree of
organization and continuity outside of institutional
or organizational channels for the purpose of
challenging or defending extant authority, whether
it is institutionally or culturally based, in the group,
organization, society, culture, or world order of
which they are a part” (Snow, 2006: 31).
Gerakan sosial sendiri terdiri atas dua
model gerakan, yaitu model gerakan politik
dan model gerakan kultural. Gerakan hak
pekerja seks sendiri merupakan gerakan
kultural karena gerakan ini didefinisikan
melalui representasi simbolik seperti bahasa
melalui kultur seperti identitas dan nilai.
Gerakan ini juga menggunakan instrumen
rasional sebagai alat untuk mencapai
kepentingan seperti perubahan dalam
masyarakat maupun di arena politik.
Sedangkan arena politik dan media adalah
tempat bagi gerakan hak pekerja seks untuk
masuk ke ruang publik. Media “...coverage
helps established movements maintain sup-
port by bolstering the feeling of status of their
members and communicating their activities
to their supporters” (Tarrow, 1994: 124) dan
arena politik adalah tempat untuk mencapai
perubahan atau kepentingan dari kelompok
gerakan sosial.
Media dan arena politik merupakan
area publik dimana nilai-nilai privat atau
identitas tidak dapat diterima dengan
mudah sehingga gerakan sosial kultural
yang membawa nilai dan identitas perlu
mendesain isu yang diperjuangkan. Oleh
sebab itu desain isu dari gerakan sosial
kultural harus menggunakan metode  Fram-
ing.  Menurut Rhys H. William framing
memberi perhatian kepada simbol dan
makna yang diperlihatkan oleh aktivis suatu
gerakan untuk,
 “articulate grievances, generate conscensus on the
importance and form of collective action to be
pursued, and present rationales for their actions and
proposed solutions to adherents, bystanders and
antagonists.”(Snow, 2006: 93)
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William A. Gamson menyatakan
bahwa metode framing digunakan oleh
gerakan sebagai trik untuk menghu-
bungkan pengalaman atau nilai gerakan ke
dalam frame yang logis sehingga dapat
menjustifikasi dan mendukung gerakan
(Johnston dan Klandermans,1995: 85). Oleh
karena itu, frame berfungsi untuk
mengorganisir pengalaman dan menuntun
aksi kolektif melalui produksi simbolik dan
atribut yang bermakna general (umum)
tetapi yang juga menyiratkan kepentingan
gerakan dan akan mampu memobilisir
dukungan (Porta dan Diani, 2006: 75).
Proses framing dalam fungsi tersebut
harus memiliki tiga elemen yang disebut
oleh Robert D. Benford dan David A. Snow
(2000) sebagai diagnostic element, prognos-
tic element dan motivational element. Diag-
nostic element merupakan elemen yang
digunakan oleh suatu gerakan untuk
mendiagnosa masalah, untuk menyatakan
siapa yang bertanggung jawab dan untuk
menyatakan kesalahan. Kemudian solusi
dari masalah yang telah didiagnosa disebut
sebagai prognostic element. Dalam prognos-
tic element, solusi yang ditawarkan haruslah
solusi yang logis dan dapat dipenuhi oleh
pihak yang dikenai tanggung jawab. Moti-
vational element adalah dasar logika yang
menjadi motivasi gerakan tersebut dapat
didukung baik oleh pihak dalam kelompok
gerakan maupun oleh pihak di luar gerakan.
Dalam upayanya masuk ke ruang
publik, gerakan hak pekerja seks
menggunakan frame hak asasi manusia
untuk membingkai hak pekerja seks. Oleh
sebab itu ketiga elemen frame akan
diidentifikasi dalam ruang media dan
politik.
a. Melalui Media Massa
Alat komunikasi yang paling efektif
untuk menggaungkan sebuah gerakan
sosial adalah media karena media
merupakan “..the main arena for the pub-
lic expression of opinions and opinion
formation”(Porta dan Diani, 2006: 75).
Media dapat membantu sebuah gerakan
untuk menyebarluaskan ide gerakan serta
membantu gerakan untuk mendapatkan
perhatian dari publik. Meskipun media
sendiri sarat akan kepentingan dan
sebuah gerakan sosial tidak dapat
mengontrol media untuk berpihak pada
mereka, tetapi organisasi gerakan dapat
mempengaruhi media melalui kecakapan
berbicara dan bertindak (Porta dan Diani,
2006).
Gerakan hak pekerja seks
menggunakan Konferensi Internasional
di Brussel pada 15-17 Oktober 2005
sebagai event internasional yang dapat
disorot secara publik. Konferensi tersebut
diatur dengan rangkaian aktivitas yang
mengundang perhatian publik,
khususnya aktivitas di hari ketiga
konferensi.
Pembingkaian isu hak pekerja seks di
media dilakukan oleh pekerja seks melalui
pernyataan-pernyataan pekerja seks di
media dalam publikasi artikel ICRSE dan
konferensi pers di hari konferensi
internasional hak pekerja seks. Dalam
klaim dan pernyataan-pernyataan
tersebut dapat dianalisis bagaimana
pekerja seks membingkai gerakan mereka
dengan mengidentifikasi tiga elemen fram-
ing, yaitu diagnostic element, prognostic
element, dan motivational element.
Diagnostic element dalam pembing-
kaian isu di media dapat diidentifikasi
dalam pernyataan Ruth Morgan Thomas
dalam konferensi pers. Menurut Thomas,
konferensi hak pekerja seks diadakan
untuk merespon undang-undang
prostitusi yang represif. Dalam klaim
tersebut pekerja seks menyatakan kepada
publik bahwa regulasi prostitusi di Eropa
menjadi sumber masalah dan pihak
pemerintah adalah pihak yang
bertanggung jawab atas terciptanya
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regulasi prostitusi yang tidak adil bagi
pekerja seks.
Kemudian untuk menyelesaikan
masalah yang telah didiagnosa, pekerja seks
menawarkan solusi kepada pemerintah
Eropa untuk memperbaiki kesalahan yang
telah diidentifikasi yang dilihat sebagai prog-
nostic element. Pernyataan solusi adalah
pernyataan dari Ana Lopes, bahwa
masalah-masalah yang menimpa pekerja
seks bisa diselesaikan jika pekerja seks
diperlakukan sama seperti pekerja lainnya.
Selain dari aktor pekerja seks, pernyataan
solusi juga diutarakan oleh Vittorio
Agnoletto, anggota Parlemen Eropa yang
mendukung deklarasi hak pekerja seks.
Kepada media, Agnoletto menyatakan
bahwa deklarasi hak pekerja seks adalah
dokumen penting tidak hanya bagi pekerja
seks, tetapi juga bagi seluruh masyarakat
Eropa. Menurutnya jika pekerja seks
dianggap sama seperti pekerja lainnya
maka pekerja seks bisa membayar pajak
dan bisa mendapatkan haknya sama
seperti masyarakat yang lain.
Kemudian elemen terakhir dalam
proses framing isu hak pekerja seks di
media massa adalah motivational element.
Gerakan hak pekerja seks melogikakan
bahwa hak pekerja seks adalah hak asasi
manusia sehingga gerakan hak pekerja
seks dapat muncul di publik pada tahun
2005 dalam sebuah konferensi
internasional.  Dalam aksi tersebut,
gerakan hak pekerja seks berupaya
menyampaikan pemikiran kepada
publik bahwa hak pekerja seks adalah
hak asasi manusia. Kemudian gerakan
tersebut membawa dan mempresentasi-
kan deklarasi hak pekerja seks ke
Parlemen Eropa, membuat pernyataan
pers yang menyuarakan kepentingan
mereka dan melakukan street demonstra-
tion dengan damai sambil menunjukkan
simbol-simbol yang mengekspresikan
nilai dari gerakan itu sendiri seperti
penggunaan payung merah serta
membawa banner yang bertuliskan “Sex
Workers’ Rights is Human Right.”
Upaya pekerja seks untuk masuk
media melalui isu hak asasi manusia tidak
hanya di sorot oleh media Eropa tetapi
juga media dari Amerika seperti CNN,
Reutres dan CNS. Selain karena
rangkaian aksi gerakan yang dibingkai
dengan isu hak asasi manusia tersebut, hal
utama yang menarik bagi media adalah
pekerja seks sebagai aktor utama
gerakan dan Pemerintah Uni Eropa
sebagai sasaran gerakan.
Kemudian bentuk perhatian lain dari
publik akibat dari pemberitaan gerakan
pekerja seks adalah munculnya aksi
penolakan dari European Women’s Lobby
(EWL). EWL adalah payung organisasi
asosiasi perempuan terbesar di Uni Eropa
yang mempromosikan hak-hak
perempuan dan kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan serta berpengaruh
terhadap kebijakan yang menyangkut
hak-hak perempuan (European Women’s
Lobby, http://www.womenlobby.org/
spip.php?rubrique61, diakses pada 01 Juli
2012). Salah satu kebijakan Uni Eropa
yang didukung oleh EWL adalah
penghapusan perdagangan manusia.
Berdasarkan dari perspektif
perdagangan manusia inilah, EWL
berpendapat bahwa prostitusi adalah
salah satu penyebab utama terjadinya
perdagangan manusia. Oleh karena itu
EWL menentang gerakan pekerja seks
dengan pernyataan bahwa pekerja seks
tidak boleh dianggap sebagai profesi nor-
mal (Alastair McKay EU Prostitutes, http:/
/www.nerve.com/dispatches/mckay/
euprostitutes, diakses pada 01 Juli 2012).
Bahkan pernyataan tersebut diikuti
dengan aksi dari EWL untuk mencari
dukungan dari masyarakat dan politisi di
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Uni Eropa untuk melawan gerakan hak
pekerja seks.2
Adanya penolakan ini menandakan
bahwa sedikit banyaknya upaya pekerja
seks untuk melakukan transformasi di
level sosial melalui media telah
memberikan hasil. Meskipun reaksi yang
muncul adalah penolakan, tetapi
setidaknya pekerja seks telah memberikan
ruang bagi publik untuk membicarakan
dan memperdebatkan prostitusi secara
terbuka.
b. Dalam Parlemen Eropa
Arena politik merupakan ruang
publik yang digunakan oleh gerakan
untuk mencapai kepentingannya. Begitu
pula dengan gerakan hak pekerja seks di
Eropa yang memilih Parlemen Eropa
sebagai arena politik untuk mengu-
payakan persamaan hak bagi pekerja seks
di Eropa. Langkah awal yang dilakukan
pekerja seks untuk memasuki Parlemen
Eropa adalah dengan membuat deklarasi
hak pekerja seks sebagai instrumen politik.
Dalam deklarasi ini pekerja seks
membingkai isu hak pekerja seks dengan
isu hak asasi manusia. Pembingkaian
tersebut dapat dilihat dengan
mengidentifikasi ketiga elemen framing
dalam teks deklarasi hak pekerja seks.
Elemen yang pertama adalah diag-
nostic element. Dalam deklarasi hak
pekerja seks atribut kesalahan
ditunjukkan dengan memuat tiga belas
kebijakan dan tindakan dari aparatur
negara yang mendiskriminasi dan
merebut hak-hak dasar pekerja seks.
Misalnya seperti undang-undang
prostitusi yang melarang pekerja seks
menikah di Yunani, tindakan sewenang-
sewenang polisi di Rusia dan Italia
terhadap pekerja seks sampai kebijakan
di Portugal yang membuat pekerja seks
kehilangan hak untuk mengasuh anak-
anak mereka. Atribut kesalahan yang
ditunjukkan oleh pekerja seks melalui
deklarasi dan pernyataan di media
menghasilkan sebuah klaim yang
menjadi masalah untuk membingkai
gerakan pekerja seks, yaitu regulasi
prostitusi di Eropa membatasi dan
merampas hak asasi pekerja seks.
Kemudian prognostic element dalam
deklarasi dapat diidentifikasi melalui
langkah-langkah yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah Eropa untuk
menghormati 12 hak-hak dasar pekerja
seks yang merupakan hak asasi manusia.
Misalnya untuk menghormati hak
pekerja seks untuk hidup, merdeka dan
aman, pemerintah dari negara-negara di
Eropa harus menjamin keamanan
pekerja seks saat menjalankan
pekerjaannya, menjamin kondom tidak
akan diambil atau disita dari pekerja seks,
serta mengakhiri kekerasan dan
pembunuhan yang sewenang-wenang
terhadap pekerja seks. Keseluruhan solusi
yang ditawarkan oleh pekerja seks sudah
termasuk dengan solusi dari kebijakan
prostitusi yang sebelumnya telah
dijabarkan oleh pekerja seks sebagai
sumber masalah.
Kemudian untuk membuat solusi
tersebut menjadi masuk akal untuk
dilakukan, pekerja seks menyertakan
tujuh belas nama dokumen internasional
yang membentuk logika bahwa pekerja
seks adalah manusia yang memiliki hak-
hak dasar yang telah dicantumkan dalam
dokumen internasional. Logika tersebut
juga merupakan upaya untuk
memberikan perspektif yang lain dalam
melihat pekerja seks. Hal dikarenakan
selama ini pekerja seks dianggap sebagai
sesuatu yang tidak normal, sehingga sulit
2 Dalam tahun-tahun ke depan setelah konferensi
ini berakhir, EWL dengan gencar melakukan lobi
dan aksi politik dalam Uni Eropa untuk mencegah
dukungan terhadap prostitusi di Eropa.  Lihat
www.womenlobby.org
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bagi pemerintah di negara-negara Eropa
untuk membuat regulasi prostitusi yang
berpihak pada pekerja seks dan akan sulit
juga bagi publik untuk menerima
keberadaan pekerja seks. Tetapi jika
pemerintah dan publik melihat pekerja
seks karena hak-hak dasarnya maka akan
logis bagi pekerja seks untuk
mendapatkan kehidupan tanpa
kebijakan negara yang mengkriminalkan
dan mendiskriminasikan mereka.
Kemudian elemen ketiga yang dapat
diidentifikasi dari framing hak pekerja
seks adalah motivational element. Dalam
gerakan hak pekerja seks dasar
pemikiran atau motivasi yang
menggerakan dan memobilisir massa
adalah hak pekerja seks adalah hak asasi
manusia.
Langkah awal pembingkaian isu
tersebut dilakukan pekerja seks bukan
tanpa tujuan. Hal tersebut disesuaikan
dengan karakteristik dari Parlemen Eropa
yaitu sebagai simbol demokrasi di Eropa
dan dikenal sebagai institusi yang peduli
terhadap isu hak asasi manusia seperti
“..torture prevention, the protection of mi-
norities, conflict prevention, the promotion
of women’s rights and children’s rights and
the protection of human rights activists.”
Parlemen Eropa juga berperan untuk
merancang undang-undang yang





966DF8D.node1?id=146 diakses pada, 09
Januari 2012)
Berdasarkan Treaty on European
Union, sebuah isu atau kepentingan
dapat menjadi perhatian dalam institusi
Uni Eropa jika isu atau kepentingan
tersebut mewakili kepentingan
masyarakat Eropa. (Official Journal of the
European Union, http://eur-lex.europa.eu/
L e x U r i S e r v / L e x U r i S -
erv.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF,
diakses pada 01 Juli 2012). Oleh karena
itu bingkai hak asasi manusia merupakan
strategi bagi pekerja seks untuk
mendapatkan perhatian dari Parlemen
Eropa.
Langkah selanjutnya yang
dilakukan oleh pekerja seks untuk
memasuki Parlemen Eropa adalah
dengan melobi anggota Parlemen Eropa.
Anggota Parlemen Eropa adalah wakil
dari masyarakat Eropa karena dipilih
langsung oleh masyarakat Eropa.
Aktivitas partai politik di dalam Parlemen
Eropa sendiri berada dalam tiga level
utama yaitu level federasi transnasional,
level nasional dan level kelompok-
kelompok politik (political groups).
Dalam level federasi transnasional,
partai politik nasional baik dari dalam
maupun luar Uni Eropa dikelompokkan
berdasarkan prinsip umum partai untuk
“coordinating, propaganda, and electioneer-
ing purposes.”(Nugent,1999: 223)
Kemudian dalam level nasional, partai-
partai politik berfungsi untuk
menyiapkan kandidat anggota Parlemen
Eropa yang akan dipilih sedangkan
dalam level nasional kelompok-kelompok
partai tergabung dalam kelompok-
kelompok politik.(Nugent,1999: 230-231).
Dalam level kelompok politik, partai-
partai politik dan aliansinya dikelom-
pokkan berdasarkan ideologi. Jumlah
kelompok politik tersebut biasanya
delapan sampai sepuluh kelompok
politik. Kelompok-kelompok tersebut
berpengaruh untuk menentukan
bagaimana Parlemen Eropa bekerja,
termasuk “guaranteed representation on
key Parliament Europe bodies and commit-
tees and speaking rights in plenary
sessions”(Nugent, 1999: 229).
Keberadaan kelompok kepentingan
ini kemudian menjadi jalur bagi gerakan
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hak pekerja seks untuk mendapatkan
dukungan dari Monica Frassoni, seorang
anggota Parlemen Eropa yang berasal
dari Partai Greens- European Free Aliance
(The Greens/EFA). Dukungan yang
diberikan oleh Frassoni ini dapat dilihat
dari latar belakang partai Frassoni yang
tengah kiri. Selain itu The Greens/EFA
merupakan partai yang mereprese-
ntasikan “..stateless nations and disadvan-
taged minorities.” (The Greens/ European
Free Alliance in the European Parliament,
http://www.greens-efa.eu/about-us/48-
who-we-are.html, diakses pada 20 April
2012). Atas dukungan Frassoni maka
gerakan hak pekerja seks mendapatkan
undangan presentasi di Parlemen Eropa.
Proses gerakan pekerja seks
mendapat dukungan dari Monica Frassoni
didahului dengan memenuhi beberapa
syarat yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
Uni Eropa memberikan kesempatan
kepada masyarakat Eropa untuk
mengajukan undang-undang atau
berpartisipasi dalam proses legislasi yang
juga disebut sebagai citizens initiative.
Syarat awal yang harus dipenuhi oleh
suatu proposal atau isu adalah minimal
diinisiasi oleh 7 warga Uni Eropa dari 7
negara anggota Uni Eropa dengan usia
minimal untuk Pemilihan Umum Anggota
Parlemen Eropa. Kemudian proposal
tersebut harus ditandatangani oleh satu
juta warga Uni Eropa dari 7 negara
anggota Uni Eropa sebagai tanda
dukungan serta setidaknya didukung oleh
satu anggota Parlemen Eropa sebagai
pelapor. (European Commission, http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-
it-works/answer diakses pada, 01 Juli 2012)
Setelah syarat-syarat tersebut
terpenuhi maka warga yang mengajukan
inisiasi tersebut diberi kesempatan masuk
pada tahap Public Hearing. Pada tahap ini
warga yang berinisiatif melakukan
presentasi di Parlemen Eropa untuk
mendapatkan dukungan dari anggota
Parlemen. Karena setelah tahap ini,
Parlemen Eropa dan Komisi Eropa akan
memutuskan apakah inisiatif warga
tersebut dapat atau tidak dapat didebatkan
dalam proses legislasi selanjutnya untuk
kemudian diadopsi sebagai undang-
undang.  (European Commission, http://
ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/index_en.htm, diakses
pada 04 Juli 2012)
Oleh karena itu langkah ketiga yang
dilakukan oleh pekerja seks adalah
mengupayakan dukungan dari anggota
Parlemen Eropa. Langkah tersebut
dilakukan dengan melakukan presentasi di
hadapan anggota Parlemen Eropa pada
tanggal 17 Oktober 2005. Tetapi pada
presentasi tersebut, pekerja seks hanya
mendapatkan satu dukungan dari anggota
parlemen yaitu Vittorio Agnoletto, yang juga
menjadi satu-satunya anggota parlemen
yang hadir pada saat presentasi tersebut.
Agnoletto adalah anggota Parlemen
yang berasal dari kelompok politik Group
of the European United-Left Nordic Green
Left dan berada di bagian komite Foreign
Affairs, Security and Defence Policy serta di
sub komite bagian Hak Asasi Manusia di
ParlemenEropa (European Parliament,http:/
/www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/0081ddfaa4/MEPs.html, diakses pada 15
April 2012).
Walaupun pada presentasi tersebut
deklarasi hak pekerja seks tidak
mendapatkan banyak dukungan dari
anggota Parlemen Eropa, bahkan
mendapatkan penolakan, tetapi setidaknya
pekerja seks telah berupaya agar isu hak
pekerja seks tidak dipandang sebagai isu
yang ‘tidak penting’. Serta dengan
dipresentasikannya deklarasi tersebut di
Parlemen Eropa, sudah menjadi tolak ukur
bahwa isu hak pekerja seks layak menjadi
isu politik dalam perpolitikan Eropa.
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Penutup
Perjuangan pekerja seks untuk muncul
ke dalam ruang publik dan masuk ke dalam
Parlemen Eropa demi mentransformasikan
regulasi prostitusi di Eropa bukanlah sebuah
upaya mudah. Hal ini dikarenakan pekerja
seks harus mengubah bahkan mendobrak
pola pikir negatif yang terlanjur mengakar
dalam pemahaman masyarakat Eropa
tentang pekerja seks. Sekalipun pekerja seks
telah menggunakan bahasa universal, yaitu
hak asasi manusia untuk membangun
pengertian tentang hak asasi mereka, tetapi
tetap saja pekerja seks masih harus terus
berupaya berjuang. Hal ini dikarenakan
penerimaan masyarakat terutama elit politik
masih belum positif terhadap pekerja seks.
Tetapi dari perjuangan pekerja seks ini
setidaknya menunjukkan bahwa pekerja
seks mampu mendefinisikan siapa mereka,
menunjukkan keeksistensian mereka, serta
membuka peluang agar isu-isu pekerja seks
dapat diperdebatkan dalam ruang publik.
Perjuangan pekerja seks ini juga merupakan
sebuah tantangan bagi pelaksanaan hak
asasi manusia yang katanya universal itu.
Terutama bagi implementasi hak asasi
manusia di Eropa, wilayah yang selalu
menjunjung hak asasi manusia. Perjuangan
ini juga sekaligus menjadi refleksi kembali
bagi semua pihak terutama para elit
khususnya di Eropa untuk memper-
tanyakan kembali soal universalime hak
asasi manusia: apakah benar hak asasi
manusia sudah mampu menjamin semua
manusia untuk mendapatkan hak asasinya?
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